
SALINAN

RUPATT RADIJNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2O2O TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SEBAGA] UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COROIVA YIRUS
DISEASE2OIg DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2O2O
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENECAKAN HUKUM PROTOKOL

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pengendalian Corona Vints
Disease 2Ol9 pada masa transisi menuju endemi
merupakan salah satu upaya untuk mempercepat
pemulihan perekonomian dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum protokol
Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kihidupan
Era Baru sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Prpu! Badung Nomor 9 Tahun 2O22 tentang perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2O2O tenteng
Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum protokol
Kesehatan Sebag+i Upaya pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Diseas e 2Ol9 Dalam Tatanan Kehiduoan
Era Baru sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf 6, perlu men;tapkan
Peraturan Bupati tentang pencabutan peraturan Bupati. Nomor 52 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan
Penegakaa Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan pengend afian Corona Virus Di^sea.se
2019 D alam Tatanan Kehidupan Era Baru sebagai66114
telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor52 Tahun 2O2O tentang penerapan Oisiplin dan
Penegakan Hukum protokol Kesehaian Sebagai Upaya
Pencegahan dan pengendalian Corcna Virus Oisease iO79
Dalam Tatanarr Kehidupan Era Baru;

: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ,

IndonesiaTahun 1945; I

Mengingat
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor l22,Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr-l,.bahan lembaran
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerl'a (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan l*mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1571:

MEMUTUSKAN:

MEnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2O2O TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COROJVA VIRUS DISEASE 2019 DALAM
TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU SEBAGAIMANA TEI,AH
DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2O2O TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2Ol9 DALAM TATANAN I

KEHIDUPAN ERABARU. /

5.

Menetapkan 
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Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2O2O tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Vinn Disease
2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 202O Nomor 52) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2O22 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 Dalam Tatanan
Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Badung
Talr,lrtn 2O22 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasa] 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
2023

PRASTA

Diundangkan di Mangupura

UPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagran Hukum

NrP. 19720510 199903 1008

Maret
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Pasal 1 
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Ditetapkan di Mangupura 
±fret 2023 

Diundangkan di Mangupura 
pada tang8 a?7 Maret 202 

fSEKR� 
SUPATENSADUNG, s . it t I WAYA ADI ARNAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 11 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. upaten Badung, 

ste a 
NIP. 19720510 199903 1 008 
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±fret 2023 
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pada tang&a 27 Maret 202 

f SE� 
UPATEN BAD UNG, 

 I WAYA ADI ARNAWA 
BERI AERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 11 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. upaten Badung, 

ste a 
NIP. 19720510 199903 1 008 


